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MEMUTUSKAN ¢

REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN

Menclapkan KEPUTUSAN MENTERI ﬁEHDID%(hN DAN .KEBUDAYAAN

Viengubal nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Tingleat Atas (SMKTA) yang

NOMENKLATUR SMKTA MENJAD] SMK SERTA ORGANISAS]
DAN TATA KERJA SMK,

BAD |
NOMENKLATUR

Pasal 1

terdiri atas -

0.
10,
Ll
12,
13,
14,
LY.
L6,
i7.
18.
19,
20,
21,
menja

(1

Stkolah Teknologi Menenpah (STM): |

Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan (§TM F-imhangunnuj;
sekolah Teknologl Menenpah Grafika ((STM Gnﬂka'}:

Scholah Menengah Teknologi Grafika (SMT Gralika);

Seliolah Teknologi Menengah Penerbangan (STM Pe erbangan);
Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan (SMT P erbangan);
sekolah Teknologl Menengah Perlapalan (STM Perh:}palan];
Sekolah Menengah Teknologt Perkapalan (SMT Perkapalan);
Sekolah Teknologi Menengah Kimia (STM Kimia);

Sekolah Menengah Teknologi Kimia (SMT Kimia); |

Sekolah Telnologi Menengah Pertanian (STM Pertanian);
Selolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertan an);
Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA);

Stkolah Menenpah Kesejahteraan Keluarga (SMKK);

Stkolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKD); |

seiolah Menengah Senl Rupa (SMSR); |

Sekolah Menengah Musik (SMM); .

Sekolah Menengah Industri Parlwisata (SMIP);

Sekolah Menengah Industrl Kerajinan (SMIK); |

Sekolah Menengah Telnologi Kerumahtanggaan (SMTK);
Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS): '

di Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya dalam K:;putusnn ini disebut SMK.
Pasal 2
Momenklatur dan penomoran SMK diatur sebagai berikut ;

4. SMK yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota .Iialmrta. diberi nama Jakarta,
denpan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembapaan
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d I
lic SMEK yang beriolcasl i leotamadia/kota administratif diberi nama sesual nama

kotamadiafkota administratf yeng bersunghutan, dengan nomor menurut
urutan tahun penetupan leputusan pelembagaan yang bersanghutan;

C. SMIK yang berloknsl dl hukots habupaten diber] sesnd! noma |bukota
lkabupaten, dengun nomar menurut urutan tahun penetapsn keputusan
pelembagaan SMK yang bersanghutan;

d, SMK yang berlokes! di lear Ybukots knbupaten, diberi nama sesual nama
liecamatan tempat sckelah bersanghkutan berada, dengan namor menurut

urutan tnhun penetapan keputusan pelembagaon SMIK yang bersangkutan;

(2} Dalam hal terdapat dun ateis lebih kesamnan wakiu peretapan keputusan
pelembagaan. SMEK, wrutan penomaran SME ditelapknn berdesarkan nemor urtt
dalam Keputusan pelenbapaan SMIK yang bersanghutan, |

I8 Ketentuan sehagaimana dimabsud dalnm ayat (1} berlaku Jugn bagl penomoran SMK
sebagal aklbat pemekaran wilnynh, pindal lokasi, dan penumbshan unit bary.

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1l SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada Jenlang pendidikan
menengah di lingkungan Departemen Pendldikan din Kebudayaan yang berada di

vawah dan bertanggung awab kepada ala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikansdan Kebudayaan di Propinsi. - '

(31 SMK diplmpin oleh se

orang Kepala dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 arang
Wakil Kepala, '

o

Pasal 4

SME mempunyai tugns menyelenggaraken pendidikan kejurya pada jenjang pendidikan
wenengab 3 atau 4 tahun bagi tamatan Sekolak Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau

yang sederajat dengan bLerpedoman pada ketentuan peratu an . perundang-undangan
tentang pendidikan nasional, -

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimsksud dalam I'ruaj 4, SMK mempunyal
Fungsl
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do
|
a.  pembimbingan, pengajaran, dan atay pelatihan *a:rrl dan praktik kejuruan sesuai
dengan kurilulum yang beelaku; L
: |
be pengurusan savana pendidikmn dun bahan fran yang dipergunakan untuk
proses belajor mengajar dan latihan praktik para siswa;

. pelaksanaan dan pembinaan bubungan kerjasama dengan dunia usaha dan industri,
orang tua'wall murid, dan masyaralkat;

d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;

¢ pelalsanann urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMEK dan perlenglapan

pendidikean.
BAB 111
ORGANISAS]

Pozal 6

Organisasi SMK, terdir! atas :

. Kepala;

L. Wakil Kepala;

€. Subbagian Tata Usaha;

il. Jurusan:

e Kelompok Jabatan Fungsional,
Pasal 7

iepala adalah gury yang mempunyai tugas memimpin enyelenggaraan keglatan helajar
mengajar, serta membina Eury, tenaga kependidikan lainnya, tenaga administrasi, dan
hubungan kerjasama dengan dunin usaha dan industri,

Pasal 8

(1} Kepaln dalam melaksanalan tugasnya dibantu oleh seorang atu sehanyal.
banyaknya 4 arang Wakil Kepala, |

(2] Penentuan jumlah Wakil Kopaln disesualkan til ngan beban tupas SMK yang
bersangloutan, r %

memimpin penyelenpgaraan kegiatan.belajar mengpjar, serta membina guruy, tenaga

liependidikan lainnyn, tennga adminlstrasi, dan hubungan kerja sama dengan dunia

(3)  Wakil Kepala adalah gurn yang mﬁmﬁunfni F‘gﬂ membantu Kepala dalam
usahn dan industrl,
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Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan tdan urusan
kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas laln yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Ketua Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pcudlhihnn dan latihan kejuruan siswa.

Pasal 11 |

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyal tugas melal | nakan kegiatan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-unq:ngnn yang berlaku.

Pasal 12

() Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas gury ciim Jabatan fungsional lainnya yang
diatur berdasarkan peraturan pcrundnng—undnquan yang berlaku.

(3] Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dnil v ayat (1) dikoordinasikan oleh
seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala.
I

(3} Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. !

{4)  Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalan; ayal (1) diatur
sesuni dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 13

Bapan orpanisasi SMK tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini,

BAD IV
TATA KERJA

Pasal 14 |

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Enpnin.LKntun Jurusan, Kepala El.lhh!.flﬂiﬁl'l
Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip huurdl_nns:'i.
itegrasi, dan sinkvonisasi baik di lingkungan masi ng-masing maupun dengan instansi lain
di Tuar SMK sesuai dengan tugas pokok masing-masing.




Pasal 15

Kepala, Ketua Jurusan, Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengawasl pelaksanaan tugas
bavwahannyy masing-masing dan bily !wjnﬂijmylmpnngnn Agar mengambil langkah-
langleah yang diperlukan sesugi dengan peraturan perundang-undangan yang herlaku.

Pasal 16

|
Kepala, Walkil Kepala, Kotua J urusan, dan I
dan mematuhj petunjuk dag

menyampalilkan laporan berkala topat pada

a Subbagian Tata Usahg wajib mengilkuti
a kepada atasan masing-masing serta

|
Pasal 17
i Kopala, Ketua Jurusan, dan. Snbh:hnl Usaha bertan BEungjawab memimpin,
mengkoordinasikan, dan Fﬁlhﬁﬂh“ﬂ:‘rﬂ!ﬁ bawahannya masing-masing sertn
mengadakan rapat berkala, !
f Pnsal I;E

Tata Usaha wajit mengolah lagoran dan

Kepala, Ketun Jurusan, dan Kepala E'ul:nlmmmI
Jhan PENyusunan laparan lebib lanjut,

menggunakan laporan dari bawahan sebagai b
Pasal 19
g

Kepala, Walil Kepala, Ksgua Jurusan, ElntlmKlptla Subbagian Tata Usaha dalam
menyampaikan laporan wajib memberikan embusan kepada unit lain Yang secara
fungsional mempunyal hubungan kerfa, !

‘ s

Kepala Kantor Wilayah Depitvtemen Pmdldikm‘f.u Kebudayaan Propingi setem pat dalam

mielaksanakan tugas pembinagg wajib berkonsy tasi dengan Direktur Jenderal Pen didikan
Dasar dan Menengah,

BAB V/
BIAYA

Pasal II

Biaya untuk pelaksanann Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di
masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayann.
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BAB VI
LOKAS!

Pasal 22 ,

Sejok ditetapkannyn Keputusan Inl, SMiK berjumiah 717 dengen nama, nomaor, dan lokasi
sebagaimana tercantum dalam Lamplean 17 Keputugan ini,

BAB VI
KETENTUAN LAIN
Pasal 23

Perubahan atag organisasi dan taty kerja SMK di’tuinf:imn oleh Menteri Pendidilan than

Kebudayaan setelah mendapat persetujumn tertulls dari Menter yang hertanggunginwal
di bidang pendayagunaan aparatur negara,

SMETA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

Pada sant mulpi berlakunys K-lpm.unn inl, Kep Itus:m Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 030/0/1979 dinyatakan tidak Iu-rl;(u.

Pasal 24

Keputusan inl mulaj berinku pada tanggal ditetapkan,
e

Ditetapkan gi Jakarta
pada tanggal 7|Maret 1997 L

MENTERI m{nmmw DAN KEBUDAYAAN,
: tedl, '

Pral. Dr.-lng.vilr'nrdimnn Djojonepora
SALINAN Keputusan Inj disampaikan kepada ......
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SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada -
Menteri Nepara Pendayapunaan Apamj:r-ﬂngm
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